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ABSTRAK 

Tuti Andayani (2025):  Larangan Pernikahan Sepupu Satu Kali Dalam Adat 

Batak Di Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung 

Hilir, Kabupaten Kampar  

 

 Penelitian ini mengkaji tentang larangan pernikahan sepupu satu kali 

dalam adat Batak yang berlaku di Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, 

Kabupaten Kampar. Meskipun hukum Islam dan hukum negara membolehkan 

pernikahan antar sepupu, namun dalam adat Batak Mandailing pernikahan dengan 

sepupu satu marga atau dari garis keturunan ayah dianggap melanggar norma adat 

dan dapat menimbulkan konflik sosial. 

 Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa adat batak 

mandailing melarang pernikahan sepupu satu kali serta bagaimana perspektif 

hukum islam terkait praktik pernikahahan sepupu satu kali di Desa Tebing Lestari, 

Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk 

memahami pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut serta meninjau 

perspektif hukum Islam terkait praktik pernikahan tersebut.  

 Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat serta pasangan yang 

menjalani pernikahan sesama sepupu.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tersebut berakar dari prinsip 

eksogami dan sistem patrilineal dalam adat Batak, yang menekankan pentingnya 

menjaga garis keturunan melalui marga. Di sisi lain, pernikahan dengan Pariban 

(anak dari saudara perempuan ayah atau anak dari saudara laki-laki ibu) justru 

dianjurkan karena dianggap memperkuat ikatan kekeluargaan. Masyarakat 

cenderung mengharmoniskan ajaran agama dan adat, di mana norma adat tetap 

dijunjung tinggi meski tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
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KATA PENGANTAR 
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berbagai tantangan dan rintangan, hingga akhirnya berhasil menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul “Larangan Pernikahan Sepupu Satu Kali 
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Kabupaten Kampar” 
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BAB I  

  PENDAHULUAN    

A. Latar Belakang Masalah 

 Allah SWT menciptakan manusia dalam dua jenis, yakni pria dan 

wanita, yang masing-masing dibekali dengan naluri untuk mencari 

kebahagiaan dan pasangan hidup. Dorongan fitrah ini menumbuhkan 

keinginan di antara manusia untuk saling memiliki dan membangun 

hubungan yang harmonis, demi tercapainya pemenuhan kebutuhan baik 

secara fisik maupun spiritual. Sebagai jalan untuk menyatukan dua individu 

yang berlainan jenis ini, agama menetapkan pernikahan sebagai ikatan yang 

suci, sementara negara mengesahkannya sebagai lembaga yang sah secara 

hukum.  

 Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan anjuran yang ditujukan 

kepada setiap muslim. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan hukum positif di 

Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa, “Perkawinan 

adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan langgeng, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.”.1  Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang sah 

menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau 

 

1  UU RI No. 1 Th.1974 Tentang Pekawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet.1, 

Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 7 
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mistaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.”2 

 Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki posisi yang mulia, 

karena termasuk dalam sunnah Nabi Muhammad saw. dan menjadi salah satu 

sarana untuk meraih keridaan Allah SWT. Namun demikian, pelaksanaan 

pernikahan harus berlandaskan pada pemahaman yang benar terhadap 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Salah satu 

aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam proses memilih 

pasangan adalah pengetahuan tentang larangan-larangan pernikahan, 

khususnya berkaitan dengan identifikasi pihak-pihak yang termasuk dalam 

kategori mahram. 

 Dalam ajaran Islam, prinsip seleksi pasangan dikenal sebagai asas 

selektivitas dalam pernikahan. Prinsip ini menegaskan bahwa sebelum 

seseorang melangsungkan akad nikah, ia diwajibkan terlebih dahulu 

melakukan pemilahan secara cermat terhadap calon pasangan yang akan 

dinikahinya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan yang akan 

dijalin sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga terhindar dari pelanggaran 

hukum yang telah ditetapkan oleh agama. Islam secara tegas mengatur siapa 

saja yang halal untuk dinikahi dan siapa yang termasuk golongan yang 

diharamkan.. 

 Segala bentuk perintah dan anjuran yang datang dari Allah Swt. selalu 

mengandung maksud mulia dan membawa manfaat bagi umat manusia. 

 

2  Intruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 

(Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), h. 14 
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Dalam pandangan Islam, pernikahan disyariatkan sebagai salah satu jalan 

untuk membangun tatanan keluarga yang penuh ketenteraman, kesejahteraan, 

dan kebahagiaan. Melalui pernikahan, setiap anggota keluarga diajarkan 

untuk menyeimbangkan hak dan kewajibannya secara adil, sehingga tercipta 

keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Kesejahteraan yang dimaksud 

meliputi ketenangan jiwa dan raga, karena kebutuhan hidup baik secara 

materi maupun spiritual dapat terpenuhi. Dari kondisi inilah kemudian 

tumbuh kasih sayang yang mendalam antar anggota keluarga, yang menjadi 

fondasi bagi kebahagiaan sejati dalam rumah tangga yang diberkahi.3 

 Pernikahan memegang peranan yang sangat vital dalam kelangsungan 

hidup dan keberlanjutan generasi manusia. Setiap orang menyadari betapa 

pentingnya ikatan suci ini, karena melalui pernikahan, terbentuklah keluarga 

yang menjadi fondasi masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan pernikahan 

tidak bisa dilakukan secara sembarangan, sebab terdapat aturan-aturan yang 

wajib dipatuhi. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut diabaikan atau 

dilanggar, maka status pernikahan itu akan dianggap tidak sah menurut 

hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pernikahan yang secara tegas 

dilarang adalah menikahi seseorang yang termasuk dalam kategori mahram, 

yakni kerabat dekat yang haram dinikahi secara permanen. Larangan ini 

bertujuan untuk menjaga kemurnian garis keturunan, memelihara kehormatan 

keluarga, serta menghindari dampak sosial maupun biologis yang dapat 

timbul akibat hubungan sedarah yang terlalu dekat.. 

 

3 Abdur Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, Cet.5, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), h. 22 
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 Didalam (QS. An-Nisa[4] : 23) telah di tegaskan bahwa Allah SWT, 

berfirman : 

تُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَ نٰتُ الَْْخِّ وَبَ نٰتُ الُْْخْتِّ  تُكُمْ وَاخََوٰتُكُمْ وَعَمٰ    ٓ  وَامَُّهٰتُكُمُ الٰ تِّْ   حُر ِّمَتْ عَلَيْكُمْ امَُّهٰتُكُمْ وَبَ ن ٰ
م ِّنْ  حُجُوْرِّكُمْ   ْ فِِّ  ْ الٰ تِّ بُكُمُ  ىِٕ وَرَبََۤ كُمْ  نِّسَاۤىِٕ وَامَُّهٰتُ  الرَّضَاعَةِّ  م ِّنَ  وَاَخَوٰتُكُمْ  دَخَلْتُمْ    ارَْضَعْنَكُمْ   ْ الٰ تِّ كُمُ  نِّ سَاۤىِٕ

تَكُوْنُ وْا دَخَلْتُمْ بِِِّّنَّ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ   ٓ  بِِِّّنَّ  كُمُ الَّذِّيْنَ مِّنْ اَصْلََبِّكُمْ   ٓ  فاَِّنْ لََّّْ  لُ ابَْ نَاۤىِٕ ىِٕ وَانَْ تََْمَعُوْا    ٓ  وَحَلََۤ
يْمًا  ٓ  بَيَْْ الُْْخْتَيِّْْ اِّلَّْ مَا قَدْ سَلَفَ   اِّنَّ اللّٰ َ كَانَ غَفُوْراً رَّحِّ

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu 

yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang 

menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu 

(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam 

pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 

belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak 

berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak 

kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam 

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 

pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

(QS. An-Nisa[4] : 23)4 

 

Dari ayat yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa pernikahan antar 

kerabat dekat, seperti antara saudara sepupu yakni anak-anak dari paman dan 

bibi tidak termasuk dalam kategori wanita yang diharamkan untuk dinikahi. 

Dengan demikian, hubungan pernikahan semacam ini tidak melanggar 

ketentuan agama dan dinyatakan sah menurut hukum Islam. 

Pernikahan di antara anggota keluarga yang berada pada garis keturunan 

generasi ketiga, yang berarti kedua mempelai memiliki kakek dan nenek yang 

sama, tetap dibolehkan. Allah SWT dengan jelas memberikan kelonggaran 

dalam hal ini, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, yang membolehkan 

 

4 Al-quran dan terjemahnya,h. 81 
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pernikahan antar sepupu tanpa adanya larangan yang mengikat. Sebagaimana 

dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Ahzab: 50 

نُكَ مَِِّّا اَ   ْ اٰتَ يْتَ اجُُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَِّي ْ ُّ اِّنََّّ اَحْلَلْنَا لَكَ  ازَْوَاجَكَ الٰ تِّ ُ عَلَيْكَ  يٰٰيَ ُّهَا النَّبِِّ فاَۤءَ اللّٰ 
ْ هَاجَرْنَ مَعَكَ  تِّكَ وَبَ نٰتِّ خَالِّكَ وَبَ نٰتِّ خٰلٰتِّكَ الٰ تِّ نَةً اِّنْ وَّهَبَتْ   ۗ  وَبَ نٰتِّ عَم ِّكَ وَبَ نٰتِّ عَمٰ  وَامْراَةًَ مُّؤْمِّ

ُّ انَْ يَّسْتَ نْكِّحَهَا  ْ   ۗ  خَالِّصَةً لَّكَ مِّنْ دُوْنِّ الْمُؤْمِّنِّيَْْ نَ فْسَهَا لِّلنَّبِِّ ِّ اِّنْ ارَاَدَ النَّبِِّ قَدْ عَلِّمْنَا مَا فَ رَضْنَا عَلَيْهِّمْ فِِّ
هِّمْ وَمَا مَلَكَتْ ايََْاَنُُمُْ لِّكَيْلََ يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرجَ   يْمًا  ۗ  ازَْوَاجِّ ُ غَفُوْراً رَّحِّ   وكََانَ اللّٰ 

Artinya: Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu 

istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya 

yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan 

yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak 

perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari 

saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-

laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu 

yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan 

dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan 

bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa 

yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba 

sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan 

Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Ahzab: 50)5 

Ayat diatas mengandung penafsiran bahwa pernikahan keluarga dekat 

yaitu antar saudara sepupu (anak-anak paman dan anak-anak bibi) tidak 

termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Pernikahan 

keluarga dekat itu tidak ada larangan, maka pernikahan tersebut sah secara 

hukum Islam walaupun pasangan suami dan istri dalam keluraga berada pada 

generasi ketiga, artinya pasangan tersebut memiliki kakek dan nenek yang 

sama. Allah menghalalkan pernikahan antara saudara sepupu sebagaimana 

yang Allah swt. tegaskan dalam firman-Nya diatas. 

Hubungan pernikahan antara sepupu, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 

yang telah disebutkan, tidak termasuk ke dalam kategori perempuan yang 

 

5 Ibid, h. 423 
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diharamkan untuk dinikahi. Kendati demikian, norma-norma adat dan tradisi 

yang hidup dalam suatu masyarakat memiliki peranan yang sangat signifikan. 

Bahkan, dalam proses penyelesaian persoalan hukum yang dirumuskan oleh 

para ulama mujtahid, adat yang telah mengakar sebagai pedoman hidup 

bersama sering kali menjadi acuan utama. Interaksi antara hukum syariat dan 

praktik sosial ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya dalam 

membentuk aturan yang berlaku di tengah komunitas. 

Di Indonesia, tidak terdapat larangan hukum yang menghalangi praktik 

pernikahan antara sepupu. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu pernikahan 

dinyatakan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama 

dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak.6 Dengan demikian, 

negara menyerahkan keabsahan pernikahan tersebut pada aturan agama yang 

berlaku di masyarakat. 

Sementara itu, di Amerika Serikat, persoalan pernikahan antar sepupu 

diatur secara lebih rinci oleh undang-undang di tingkat negara bagian. 

Mengutip laporan dari “Washington Post” yang merujuk pada data dari 

Konferensi Nasional Legislatif Negara Bagian Amerika, diketahui bahwa 

sebanyak 24 negara bagian secara tegas melarang pernikahan antara sepupu 

tingkat pertama. Di sisi lain, 20 negara bagian beserta Distrik Columbia 

memberikan izin atas praktik tersebut. Adapun enam negara bagian lainnya 

 

6  Anotasi-Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang RI Nomor Tahun 1974 Tentang 

perkawinan, http://mkri.id/anotasi_96_anotasi_dody_UUI_tahun_1974_kawin.pdf/ 
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memperbolehkan pernikahan antara sepupu dengan syarat-syarat tertentu, 

seperti kedua calon mempelai telah berusia di atas 50, 55, atau 65 tahun, 

tergantung pada ketentuan masing-masing wilayah hukum. Selain itu, syarat 

lain yang diberlakukan mencakup kondisi ketidaksuburan permanen dari salah 

satu atau kedua pihak, serta kewajiban untuk menjalani sesi konseling genetik 

sebelum pernikahan dilangsungkan.7 

Dalam karya tulisnya yang berjudul "Consanguineous Marriages: 

Preconception Consultation in Primary Health Care Settings", Hanan 

Hamamy menyoroti fenomena tingginya praktik perkawinan sedarah di 

kawasan Afrika Utara, Asia Barat, serta India Selatan. Ia mengemukakan 

bahwa pernikahan antara sepupu pertama mendominasi hingga sepertiga dari 

keseluruhan angka pernikahan di wilayah tersebut. Untuk mengatasi tingginya 

prevalensi ini, Hamamy merekomendasikan pelaksanaan program konseling 

kesehatan yang komprehensif sebelum pernikahan, guna memberikan 

pemahaman mendalam mengenai dampak genetik dari hubungan kekerabatan 

dekat. Berbagai risiko yang mengintai pasangan dalam ikatan perkawinan 

sedarah meliputi meningkatnya kemungkinan terjadinya cacat lahir, kelainan 

genetik, gangguan fungsi pendengaran dan penglihatan pada usia dini, 

keterlambatan perkembangan intelektual, hambatan dalam proses belajar, 

gangguan tumbuh kembang, penyakit keturunan pada darah, kematian bayi, 

 

7  Widia Primastika, Menikahi Sepupu Boleh Saja, Tapi Banyak Resikonya, Artikel. 

https://amp.tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto di akses 30/03/2021 
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epilepsi, hingga munculnya kondisi medis berat yang sulit terdeteksi secara 

dini.8 

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

meskipun pernikahan dengan sepupu diperbolehkan dalam Islam dan Negara, 

tetapi jika dilihat dari sisi kesehatan ternyata ada banyak resiko yang mungkin 

terjadi akibat hubungan sedarah. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “Larangan Pernikahan Sepupu Satu Kali Dalam 

Adat Batak Di Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, 

Kabupaten Kampar.” 

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini tetap fokus dan tidak keluar dari pokok permasalahan, 

penulis menetapkan batasan masalah yang berkaitan dengan topik mengenai 

larangan pernikahan sepupu satu kali dalam adat Batak di desa Tebing Lestari, 

kecamatan Tapung Hilir, kabupaten Kampar. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Mengapa pernikahan sepupu satu kali dalam adat batak di desa Tebing 

Lestari, kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar tidak 

diperbolehkan? 

2. Bagaimana pandangan hukum islam larangan pernikahan sepupu satu 

kali? 

 

8 Ibid  
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap perkawinan 

sepupu. 

b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap perkawinan 

sepupu satu kali  yang terjadi di desa Tebing Lestari, kecamatan 

Tapung Hilir, kabupaten Kampar. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi penulis, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, tetapi juga menjadi sarana untuk menerapkan dan 

mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa 

perkuliahan. 

b. Memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan 

penulis dalam bidang Hukum Keluarga, khususnya terkait larangan 

pernikahan sepupu satu kali dalam adat Batak di desa Tebing 

Lestari, kecamatan Tapung Hilir, kabupaten Kampar  

c. Untuk memberikan acuan bagi peneliti lain yang menghadapi 

permasalahan serupa dalam penelitian mereka. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

1. Pengertian Perkawinan 

Dalam bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" kerap disandingkan dengan 

kata "pernikahan", yang berakar dari bahasa Arab, yaitu "nikah". Secara 

etimologis, kata tersebut berarti menyatukan, menggabungkan, atau 

memasukkan, dan dalam penggunaannya seringkali merujuk pada hubungan 

seksual (wathi’). Di samping itu, istilah "nikah" dipakai pula untuk 

menggambarkan akad atau perjanjian yang menjadi dasar sahnya hubungan 

suami istri dalam pandangan syariat. Para ulama hukum Islam mendefinisikan 

nikah sebagai suatu akad yang memberikan hak bagi kedua pihak untuk 

menikmati hubungan lahir batin secara halal dan sah. Definisi ini lebih 

menekankan pada aspek hukum formal, yang berfungsi mengubah status 

hubungan antara laki-laki dan perempuan dari yang semula dilarang menjadi 

diperbolehkan dan diberkahi oleh hukum agama.9 

Dalam literatur fikih berbahasa Arab, istilah yang digunakan untuk 

menyebut pernikahan adalah nikah dan zawaj. Kata nikah sendiri memiliki 

dua makna, yaitu hubungan seksual dan ikatan perjanjian (akad).10 Adanya 

dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an 

 

 
9 Nazhifah Attamimi, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Hilliana Press, 2010),h. 1-2 

 
10 Wahba Azzuhaili, Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu, Jilid 9 (Suriah: Daarul Fikr) cet 4, 

h. 23 
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memang mengandung dua arti tersebut. Berpasang-pasangan merupakan salah 

satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun 

tumbuh-tumbuhan. Allah wt. berfirman dalam QS Adz-Dzariyat [51]: 49 

  وَمِّن كُل ِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِّْْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

Artinya:  Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Adz-Dzariyat [51]: 49) 

 

Allah juga berfirman dalam QS Yasin [36]: 36 

هِّمْ وَمَِِّّا لَْ يَ عْلَمُونَ    سُبْحَانَ الَّذِّي خَلَقَ الَْْزْوَاجَ كُلَّهَا مَِِّّا تُ نْبِّتُ الَْْرْضُ وَمِّنْ أنَفُسِّ

Artinya: Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya 

berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi 

dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka 

ketahui. (Yasin [36]: 36)11 

    Setiap makhluk ciptaan Allah SWT diciptakan dalam bentuk 

berpasangan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang telah ditetapkan-

Nya. Tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan dan menjaga 

kelangsungan hidup. Allah SWT pun telah membekali setiap pasangan 

dengan kemampuan yang diperlukan agar mereka dapat menjalankan peran 

tersebut secara optimal. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam QS Al-

Hujurat [49]:13. 

  يَ تَأيَ ُّهَا النَّاسُ إِّنََّّ خَلَقْنَاكُم م ِّن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًَ وَقَ بَائِّلَ لِّتَعَارفَُو...ا

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami 

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 

saling mengenal…. (Al-Hujurat [49]:13) 

 

11 Al-quran dan terjemahnya, h. 
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Allah SWT tidak menghendaki manusia meniru perilaku makhluk lain, 

seperti hewan, yang menuruti hawa nafsu tanpa batas dan menjalani 

hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa norma maupun ketentuan 

yang jelas. Dalam pandangan Islam, Allah SWT telah menetapkan pedoman 

hidup yang sejalan dengan fitrah manusia, agar harkat dan martabatnya tetap 

terjaga. Dengan adanya aturan tersebut, manusia diarahkan untuk 

mengendalikan dorongan nalurinya dalam koridor yang mulia dan 

terhormat. 

Dengan ditetapkannya syariat pernikahan, manusia diberi jalan untuk 

menyalurkan naluri dan fitrah kemanusiaannya secara benar dan mulia, 

sekaligus menjaga kesinambungan garis keturunan agar tidak terputus. 

Selain itu, kehormatan kaum perempuan pun terlindungi dari eksploitasi 

nafsu oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Melalui ikatan 

pernikahan, terbentuklah sebuah keluarga yang harmonis, di mana 

kelembutan seorang ibu berpadu dengan kasih sayang seorang ayah dalam 

mendidik anak-anak, sehingga melahirkan generasi yang berakhlak mulia. 

Inilah bentuk pernikahan yang diridhai oleh Allah SWT, sekaligus menjadi 

tatanan kehidupan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.  

Dalam konteks pernikahan, istilah "nikah" atau "perkawinan" merujuk 

pada suatu perjanjian atau akad yang dilakukan antara calon mempelai pria 

dan wanita untuk memenuhi kebutuhan biologis serta menjalani kehidupan 

bersama, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan dalam 

syariat agama. Melalui akad ini, keduanya memperoleh legitimasi untuk 
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berinteraksi dan hidup sebagai pasangan suami istri yang sah. Sementara itu, 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan 

lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang diselenggarakan 

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

abadi, yang berlandaskan kepada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.12 

2. Dasar Hukum 

a. Wajib 

Bagi seseorang yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin untuk 

membangun rumah tangga, serta merasa khawatir bahwa jika tidak 

segera menikah ia akan terjerumus dalam perbuatan zina, maka 

pernikahan dalam hal ini menjadi sebuah keharusan yang bersifat 

wajib. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa menghindari perbuatan 

yang diharamkan, seperti zina, merupakan kewajiban dalam ajaran 

agama. 

Menurut pendapat Imam al-Qurthubi, para ulama sepakat bahwa 

menikah hukumnya wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan 

untuk menikah dan merasa takut jika tetap hidup sendiri tanpa 

pasangan akan menimbulkan dampak buruk bagi dirinya maupun 

agamanya. Tidak ada perbedaan pandangan di kalangan ahli fikih 

mengenai hal ini, karena menjaga keselamatan diri dan keutuhan 

akidah merupakan kewajiban yang harus diutamakan. 

 

12 Kaelany, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 

cet.1, h. 139 
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Namun, apabila seseorang belum memiliki kemampuan secara 

finansial untuk menafkahi istrinya, maka syariat Islam memberikan 

keringanan dalam hal ini. Allah SWT menunjukkan kemurahan-Nya 

dengan memberi kelapangan bagi mereka yang belum mampu. Allah 

swt. berfirman dalam QS An-Nur |24|: 33 

ُ مِّنْ فَضْلِّه    دُوْنَ نِّكَاحًا حَتّٰ  يُ غْنِّيَ هُمُ اللّٰ  ۗ  وَلْيَسْتَ عْفِّفِّ الَّذِّيْنَ لَْ يَِّ  
Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, 

hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya... (An-Nur 

|24|: 33) 

 

Di samping itu, bagi orang yang belum siap dan mampu untuk 

menikah, hendaknya memperbanyak puasa. Imam Bukhari, Muslim, 

Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Baihaki meriwayatkan hadits yang 

bersumber dari Ibnu Mas'ud ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, 

مَعْشَرَ الشَّبَابِّ مَنِّ اسْتَطاَعَ   لنََا رَسُولُ اللَِّّّ: ﴿يَٰ  عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ مَسْعُود له قاَلَ : قاَلَ 
ل فَ عَلَيْهِّ بَِّ يَسْتَطِّعْ  لََّْ  وَمَنْ  للْفَرجِّْ  وَأَحْصَنُ  لِّلْبَصَرِّ،  أَغَضُّ  فإَِّنَّهُ  فَ لْيَ تَ زَوَّجْ،  البَاءَةَ  نْكُمُ  صَّوْمِّ  مِّ

 مُت َّفَق  عَلَيْهِّ   .فإَِّنَّهُ لَهُ وِّجَاءَ  
Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah 

bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda! Barangsiapa di 

antara kalian telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, 

karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga 

kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia 

berpuasa, sebab puasa merupakan tameng baginya. (Muttafaq 

'alaih)13 

 

b. Sunnah 

Seseorang yang memiliki kesiapan serta kemampuan untuk 

menikah, namun tetap dapat mengendalikan diri dan menjaga dari 

 

13 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid ke-3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h.209  
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perbuatan maksiat meskipun belum menikah, maka dalam kondisi 

tersebut hukum menikah baginya adalah sunnah. Artinya, pernikahan 

menjadi sebuah anjuran yang sangat baik, namun tidak bersifat wajib 

secara syariat.14 

Walaupun demikian, menikah tetap dianggap sebagai amal yang 

sangat dianjurkan dan dalam banyak keadaan dapat lebih utama 

dibandingkan berbagai bentuk ibadah lainnya. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, Islam tidak mengajarkan hidup membujang 

secara permanen atau menolak pernikahan tanpa alasan yang syar’i, 

karena pernikahan merupakan bagian dari fitrah dan sunnah Rasulullah 

saw. Baihaki meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwasanya 

Rasulullah saw. bersabda, 

 تَ زَوْجُوا فإَِّنّ ِّ مُكَاثِّر  بِّكُمُ الْمَُمَ وَلَْ تَكُونوُا كَرَهْبَانِّيَّةِّ النَّصَارَى 
 Artinya: Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian 

kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian, dan 

janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani 

(hidup membujang). 

 

Umar ra. pernah berkata kepada Abu Zawaid, ”Dua hal yang 

menghalangimu melangsungkan pernikahan, kelemahan dan 

kemaksiatan.”  

c. Haram 

Apabila seseorang diyakini tidak memiliki kemampuan untuk 

menafkahi istri dan keluarganya, baik dalam aspek lahiriah seperti 

kebutuhan materi maupun batiniah seperti pemenuhan emosional dan 

 

14 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat,(Tangerang: Tira Smart , 2019), h.6 
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hubungan suami istri, maka dalam keadaan tersebut, hukum menikah 

baginya adalah haram. 15 

Pernikahan juga menjadi haram bagi individu yang mengidap 

penyakit yang secara langsung dapat menghalangi terlaksananya 

hubungan suami istri, seperti penyakit kelamin menular, gangguan 

kejiwaan berat, atau penyakit menahun seperti kusta. Dalam kondisi 

seperti itu, wajib hukumnya bagi seseorang untuk mengungkapkan 

kondisi kesehatannya kepada calon pasangan sebelum akad nikah 

dilangsungkan. Jika setelah pernikahan ditemukan adanya cacat atau 

aib yang sebelumnya tidak diketahui, baik pihak suami maupun istri 

berhak untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Dalam kasus suami 

menemukan aib pada istrinya, ia pun diperbolehkan untuk 

membatalkan pernikahan serta meminta kembali mahar yang telah 

diberikan. 

d. Makruh 

Apabila seorang laki-laki diketahui tidak mampu memberikan 

nafkah secara lahir maupun batin, namun calon istrinya bersedia 

menerima keadaan tersebut dengan penuh kesadaran karena, misalnya, 

sang perempuan berasal dari kalangan berada dan tidak memiliki 

dorongan syahwat yang tinggi maka dalam kondisi seperti ini, hukum 

menikah bagi laki-laki tersebut adalah makruh.  

 

15 Ibid,h. 7 
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Keadaan ini menjadi lebih kuat hukumnya sebagai makruh apabila 

ketidakmampuan sang suami dalam memberi nafkah, baik fisik 

maupun batin, disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang bersifat 

sementara namun tetap mengganggu kewajibannya sebagai suami. 

Misalnya, karena ia sedang menempuh jalan ketaatan seperti 

memperdalam ilmu agama atau sibuk dalam kegiatan pendidikan yang 

menyita seluruh tenaga dan waktunya. Dalam situasi ini, meskipun 

niatnya baik, ketidakhadirannya dalam memenuhi hak-hak istri 

membuat pernikahan menjadi semakin tidak dianjurkan.16 

e. Mubah 

Pernikahan menjadi sesuatu yang diperbolehkan (mubah) apabila 

tidak terdapat alasan yang mendesak untuk melaksanakan maupun 

mencegahnya. Artinya, seseorang tidak berada dalam kondisi yang 

mengharuskannya segera menikah, seperti dorongan kebutuhan 

biologis yang kuat, maupun dalam keadaan yang melarangnya untuk 

menikah, seperti adanya halangan syar’i atau situasi yang tidak 

memungkinkan secara sosial dan psikologis. Dalam kondisi netral 

seperti ini, keputusan untuk menikah menjadi pilihan pribadi tanpa 

tekanan kewajiban atau larangan. 

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 

Rukun merupakan unsur yang wajib ada dalam suatu amal atau ibadah dan 

menjadi penentu sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah tersebut. Unsur ini 

 

16 Opcit, h.210-211 
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merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan ibadah itu 

sendiri. Sebagai contoh, membasuh wajah dalam wudhu atau mengucapkan 

takbiratul ihram dalam shalat merupakan bagian dari rukun yang harus 

dilakukan. Demikian pula dalam pernikahan, keberadaan calon mempelai laki-

laki dan perempuan adalah rukun yang mutlak, tanpa kehadiran keduanya, akad 

nikah tidak dapat terlaksana secara sah menurut syariat. 17  Jumhur ulama 

sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas : 

a. Calon suami. 

Adapun syarat calon suami adalah: 

1) Calon suami beragama Islam. 

2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu memang betul laki-

laki. 

3) Orangnya diketahui dan tertentu. 

4) Calon mempelai itu jelas halal kawin dengan calon istri. 

5) Calon mempelai itu tahu/kenal pada calon istri serta tahu 

betul calon istrinya itu halal baginya. 

6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan 

perkawinan itu. 

7) Tidak sedang melakukan ihram. 

8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon 

istri. 

9) Tidak sedang mempunyai isteri empat. 

 

17 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. Ke-1, 

juz 1, h. 9 
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b. Calon istri  

Adapun syarat calon istri sebagai berikut: 

1) Beragama Islam  atau ahli kitab. 

2) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci). 

3) Wanita itu tentu orangnya. 

4) Halal bagi calon suami. 

5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih 

dalam iddah. 

6) Tidak dipaksa/ikhtiyar. 

7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.1  

c. Wali dari pihak calon pengantin wanita. 

 Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai 

perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. 18  

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil 

(tidak fasik). Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. 

هَا فنَِكَاحُهَا بََطِل   اَ امْرَأَةِ نَكَحَتْ بغَِيِْْ إِذْنِ وَليِ ْ  أَيُّم
 (اخرجه الاربعة الا للنسائ)

Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya, 

pernikahannya tidak sah. 

 

d. Adanya dua orang saksi 

 Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-

laku, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta 

mengerti (paham) akan maksud akad nikah.  

 

18 Ibid,h. 77 
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e. Ijab qabul 

 Pernikahan harus dilangsungkan melalui ucapan ijab dan 

qabul secara verbal. Proses ini disebut sebagai akad nikah, yaitu 

suatu ikatan atau perjanjian dalam pernikahan. Namun, bagi 

individu yang tidak mampu berbicara, pernikahan tetap sah jika 

dilakukan dengan gerakan tangan atau kepala yang jelas dan dapat 

dimengerti.19 

 Pernyataan ijab dalam pernikahan diucapkan oleh wali dari 

pihak perempuan atau seseorang yang diberi kuasa olehnya, 

sedangkan qabul dinyatakan oleh mempelai pria atau wakil yang 

mewakilinya. Kedua komponen ini, yaitu ijab dan qabul, wajib 

dilaksanakan dalam satu majelis yang sama, tanpa jeda waktu yang 

terlalu lama yang dapat merusak kesinambungan prosesi akad. 

Selain itu, ucapan ijab dan qabul harus dapat terdengar secara jelas 

oleh kedua belah pihak serta disaksikan minimal oleh dua orang 

saksi yang memenuhi syarat. 

 Dalam pelaksanaan akad nikah, lafaz yang digunakan adalah 

kata “nikah” atau “tazwij”, yang bermakna kawin atau menikah. 

Penggunaan lafaz ini didasarkan pada keberadaannya dalam Al-

Qur’an maupun Sunnah Nabi, sehingga dianggap sah dan sesuai 

dengan ketentuan syariat Islam. 

  

 

19 Ibid, h.75 
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4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sepupu  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa “perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”.20 Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan suatu 

perkawinan tidak hanya diukur dari aspek administratif negara, tetapi juga 

harus selaras dengan ketentuan ajaran agama yang dianut oleh pasangan 

yang hendak menikah. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk 

melangsungkan perkawinan, penting untuk memahami terlebih dahulu 

aturan dan hukum yang berlaku dalam agama masing-masing. Dalam 

konteks ini, pembahasan akan difokuskan pada pandangan hukum Islam 

terkait dengan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan antara individu 

yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu. 

Al-qur’an surat An-Nisa ayat 23 menyatakan :”Diharamkan atas 

kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-

saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yag perempuan, 

saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari 

saudara saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari 

saudara-saudara yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, 

saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-

anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari 

istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 

 

20 Anotasi-Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang RI Nomor Tahun 1974 Tentang 

perkawinan, http://mkri.id/anotasi_96_anotasi_dody_UUI_tahun_1974_kawin.pdf/ 
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istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu 

menikahinya, dan diharamkan begimu istri-istri anak kandungmu 

(menantu) dan diharamkan mengumpulkan dalam dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sungguh Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”21 

Sejalan dengan QS An-Nisa ayat 23, dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) terdapat aturan tentang larangan kawin yang diatur dalam 

pasal 39 hingga pasal 44. Pasal 39 KHI 22  menyatakan dilarang 

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita 

disebabkan: 

1. Karena Pertalian Nasab 

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 

menurunkannya atau keturunannya. 

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. 

c. Dengan saudara wanita yang melahirkannya. 

2. Karena Pertalian Kerabat Semenda  

a. Dengan seorang wanita yang melahirkna istrinya atau mantan 

istrinya. 

b. Dengan seorang wanita mantan istri orang yang 

menurunkannya. 

 

21 Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 81 
22 Intruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 

(Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), h. 72 
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c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau mantan istrinya, 

kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan mantan istrinya 

itu (qobla al dukhul). 

d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. 

3. Karena Pertalian Sesusuan 

a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis 

lurus keatas. 

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis 

lurus kebawah. 

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan 

sesusuan kebawah. 

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan 

keatas 

e. Dengan anak yang disusui oleh istri dan keturunannya. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perkawinan dengan 

sepupu tidak dilarang oleh hukum Islam maupun hukum Negara. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa Islam dan Negara membolehkan 

perkawinan dengan sepupu, entah itu sepupu satu kali atau keberapa 

kalipun tidak dilarang oleh hukum.  

5. Penelitian Terdahulu 

Ada banyak penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, namun tidak ada yang sama persis, diantaramya 

sebagai berikut:  
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1. Inayatul Maula (2022) skripsi Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan 

Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu. Pada penelitian ini membahas 

tentang praktik pernikahan sepupu di Kelurahan Kudu ini bukan 

merupakan adat melainkan mereka yang memilih menikah dengan 

sepupu atas dasar kemauan dan pilihannya sendiri serta mereka 

mengemukakan alasan mereka menikah dengan sepupu yaitu: memang 

atas dasar kemauan responden sendiri tanpa adanya paksaan dari orang 

lain maupun orang tua.23 

2. Muhammad Rizal Soulisa (2020) tesis Praktik Pernikahan Sepupu Di 

Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu 

(Analisis Antropologi Budaya). Penelitian ini mengungkap bahwa 

masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten 

Pasangkayu memandang pernikahan antar sepupu sebagai bagian dari 

tradisi yang bernilai positif. Praktik ini telah berlangsung sejak lama 

dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Menurut 

pandangan masyarakat setempat, pernikahan antar sepupu dianggap 

sebagai bentuk pernikahan yang ideal karena mampu mempererat 

hubungan dalam keluarga serta mencegah terjadinya perselisihan di 

tengah masyarakat.24 

 

23  Inayatul Maula, Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus 

Kelurahan Kudu, Skripsi, Universutas Islam Sultan Agung, 2023,  h. 65 
24 Muhammad Rizal Soulisa, Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan 

Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya), Tesis, IAIN Palu, 2020, h. 

160 
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3. Roh cahaya padang dan formas juitan lase (2021) jurnal kekerasan 

terhadap perempuan dalam pernikahan pariban (studi etnografii kritis 

pernikahan sepupu di Desa Pasir Tenah, Kabupaten Dairi). Penelitian 

oleh Roh Cahaya Padang dan Formas Juitan Lase (2021) menyoroti 

dinamika kekerasan terhadap perempuan dalam pernikahan sepupu 

(Pariban) di Desa Pasir Tengah, Kabupaten Dairi. Melalui metode 

etnografi kritis dan pendekatan teori Pierre Bourdieu serta konsep 

WHO tentang kekerasan interpersonal, penelitian ini menemukan 

bahwa pernikahan Pariban yang dianggap harmonis dalam budaya 

Batak ternyata menyimpan potensi besar terhadap berbagai bentuk 

kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan yang teridentifikasi 

mencakup kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Hal ini 

dipengaruhi oleh budaya patriarki, ketimpangan peran gender, dan 

tekanan sosial terhadap perempuan untuk menjaga keharmonisan 

keluarga besar, termasuk melahirkan anak laki-laki sebagai simbol 

kesempurnaan pernikahan.25 

4. Friska Widawati Hutagaol dan Erfina Nurussa’adah jurnal Etnografi 

komunikasi tradisi pariban dalam pernikahan adat suku Batak dan 

Toba. Penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa 

pembahasan tentang perkawinan dalam adat Batak, khususnya 

perkawinan pariban dan semarga, telah dikaji dari berbagai sudut 

 

25  Roh cahaya padang, formas juitan lase, kekerasan terhadap perempuan dalam 

pernikahan pariban (studi etnografii kritis pernikahan sepupu d Desa Pasir Tenah, Kabupaten 

Dairi), Jurnal, Universitas Kristen Indonesia, 2021 
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pandang hukum adat, hukum Islam, hingga sosiologi masyarakat. 

Penelitian oleh Angela B. Siahaan menyoroti posisi Dalihan Na Tolu 

dalam membatalkan perkawinan semarga, sedangkan Sholihin Gultom 

meninjau larangan pernikahan dalam adat Batak Toba dari perspektif 

hukum Islam pada masyarakat Muslim. Sementara itu, Timothy E. S. P 

mengangkat tradisi sinamot sebagai simbol penghargaan terhadap 

perempuan dalam perkawinan Batak Toba. Berbeda dengan ketiga 

penelitian tersebut, skripsi ini secara khusus mengkaji kepastian 

hukum mengenai eksistensi perkawinan pariban dalam masyarakat 

Batak Toba dari sudut pandang hukum adat dan hukum perdata 

Indonesia, sehingga memberikan kontribusi baru terhadap kajian 

hukum adat Batak kontemporer. 26    

5. M. hasan nasution, M.H jurnal praktik menikah dengan anak paman 

(boru tulang) padamasyarakat islam simalungun persfektif mazhaab 

syafi’I (studi kasus desa tinokkah, kec. Sipispis). Dalam parktinya, 

menikahi anak perempuan paman dalam tradisi masyarakat 

Simaalungun, merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, yang 

disebut dengan namboru tulang (mengambil ana perempuan paman 

sebagai istri.27 

 

26 Friska Widawati Hutagaol, Erfina Nurussa’adah Etnografi komunikasi tradisi pariban 

dalam pernikahan adat suku Batak dan Toba, Jurnal, h. 155 
27  M. Hasan Nasution, Praktik Menikah Dengan Anak Paman (Boru Tulang) 

Padamasyarakat Islam Simalungun Persfektif Mazhaab Syafi’i (Studi Kasus Desa Tinokkah, Kec. 

Sipispis), Jurnal, 2023, h. 101 
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6. Rena megawati jurnal tinjauan yuridis mengenai keabsahan 

perkawinan pariban dalam hukm adat batak toba dihubungkan dengan 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Masyarakat 

Batak Toba melakukan pernikahan pariban dianggap sah apabilaa 

sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta 

perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28  Rena Megawati, tinjauan yuridis mengenai keabsahan perkawinan pariban dalam 

hukm adat batak toba dihubungkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, Jurnal, Universitas Katolik Parahyangan, 2013, h. 662 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam konteks sebuah penelitian ilmiah, aspek yang paling krusial 

untuk dibahas secara mendalam adalah metode penelitian yang digunakan. 

Metode penelitian memiliki peran penting karena secara implisit dapat 

mencerminkan pendekatan ilmiah, tipe, jenis, maupun rancangan penelitian 

yang dijalankan oleh peneliti. Secara umum, metode penelitian dapat dipahami 

sebagai seperangkat cara, langkah, atau teknik sistematis yang digunakan 

untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam 

rangka menjawab rumusan masalah penelitian. Di antara berbagai metode 

yang tersedia, salah satu yang paling banyak digunakan dan dikenal luas 

adalah metode penelitian kualitatif, yang dalam praktiknya sering kali 

diidentikkan dengan pendekatan survei.29 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan secara langsung di 

lokasi atau tempat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama 

dari metode ini adalah untuk menggali dan memahami secara mendalam 

berbagai gejala atau fenomena objektif yang terjadi di lapangan. Dengan 

terjun langsung ke lingkungan penelitian, peneliti dapat memperoleh data 

yang bersifat faktual, kontekstual, dan relevan dengan permasalahan yang 

 

29 Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 

h.66 
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sedang dikaji, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan representatif 

terhadap realitas yang ada.30 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun tempat atau lokasi yang melarang pernikahan sepupu satu kali 

dalam adat batak yang peneliti wawancara, observasi serta dokumentasi 

adalah di Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. 

C. Subjek Dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat desa Tebing Lestari, 

Kecamatan Tapung Hilir, Kampar Adapun objek penelitian ini adalah Persepsi 

Masyarakat Terhadap Perkawinan Sepupu (Studi Kasus Desa Tebing 

Lestari,Kecamatan Tapung Hilir, Kampar). 

D. Informan Penelitian. 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian.31 

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 12 orang informan untuk menjadi 

penguat bukti dan data dalam penelitian. 

Adapun informannya akan penulis sebutkan dibawah: 

1. Marhalim dan siti rahmah sebagai pasangan suami-istri, bekerja 

sebagai petani. 

 

30  Asep Kurniawan,  Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2018), h. 42 
31 Burhan Bungin, Penlitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan 

Ilmu Sosial, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 76 
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2. Gito dan supratti sebagai pasangan suami-istri, bekerja sebagai 

pedagang. 

3. Binto dan rosida sebagai pasangan suami-istri, bekerja sebagai 

petani. 

4. Sugiarto dan ramila sebagai pasangan suami-istri, bekerja sebagai 

petani dan pedagang. 

5. Amiruddin sebagai tokoh masyarakat, Profesi RT 

6. H. ismail sebagai tokoh masyarakat, bekerja sebagai petani.   

7. H. yusuf sebagai tokoh masyarakat, bekerja sebagai petani 

8. Irfan sebagai tokoh masyarakat, bekerja di kantor desa 

E. Sumber Data 

a. Data primer 

  Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber pertama, yaitu subjek yang menjadi objek penelitian, tanpa 

melalui perantara atau interpretasi pihak lain, baik peneliti sebelumnya 

maupun penulis lain. 32  Penulis mendapatkan sumber data primer ini 

melalui wawancara kepada masyarakat Desa Studi Kasus Tebing Lestari, 

Kecamatan Tapung Hilir, Kampar dan melalui observasi ditempat 

penelitian.  

b. Data sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari berbagai 

sumber tertulis yang telah dihasilkan oleh pihak lain, seperti buku, artikel 

 

32  Ma’ruf  Abdullah, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2015), h. 153 
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ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta karya tulis para akademisi dan 

peneliti yang mendokumentasikan hasil kajiannya untuk disampaikan 

kepada khalayak umum.33  Dalam penelitian data sekundernya adalah Al-

Qur’an, undang-undang dan buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan 

masalah dalam penelitian ini.      

F. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu 

penelitian untuk memperoleh hasil yang akurat, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Adapun teknik yang digunakan penulis untuk 

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

 Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang 

dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan 

responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Bahkan, melalui pengamatan terhadap isyarat nonverbal 

seperti ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerak tubuh, peneliti dapat 

menilai keabsahan atau kejujuran jawaban yang diberikan, sehingga 

kualitas data yang diperoleh menjadi lebih kuat dan dapat 

dipertanggungjawabkan.34 

 Wawancara dalam penelitian dapat dilaksanakan dengan berbagai 

bentuk, antara lain wawancara terbuka (open-ended), di mana peneliti 

mengajukan pertanyaan kepada responden kunci mengenai fakta-fakta 
 

 33 Ibid, h.153 
34 Widodo, Metode Penelitian Populer & Praktis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.74. 
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suatu peristiwa serta pandangan atau opini mereka terhadap peristiwa 

tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

wawancara dengan mendatangi langsung masyarakat yang tinggal di Desa 

Studi Kasus Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. 

Melalui interaksi langsung ini, peneliti berupaya memperoleh data yang 

mendalam dan relevan dengan fokus penelitian yang tengah dikaji.  

2. Observasi  

 Teknik ini diterapkan sebagai upaya untuk memperoleh fakta-fakta 

empiris yang bersifat nyata dan dapat diamati secara langsung (kasat mata) 

di lapangan. Selain itu, teknik ini juga bertujuan untuk menggali dimensi-

dimensi baru yang dapat memperkaya pemahaman terhadap konteks sosial 

maupun fenomena yang sedang diteliti. Observasi memungkinkan peneliti 

menangkap dinamika yang terjadi di lokasi penelitian secara utuh dan 

mendalam, terutama yang berkaitan erat dengan fokus atau variabel 

penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan pengamatan 

langsung terhadap praktik perkawinan antara sepupu yang terjadi di Desa 

Studi Kasus Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. 

Melalui teknik observasi ini, penulis dapat melihat secara konkret 

bagaimana fenomena tersebut berlangsung dalam kehidupan masyarakat 

setempat, serta menilai berbagai aspek sosial, budaya, dan keagamaan 

yang melatarbelakanginya.35 

 

 

35 Ibid, h.75 
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3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan proses memperoleh data dengan cara 

meneliti atau menelaah berbagai dokumen yang relevan. Teknik ini 

dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto 

atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. 

Dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

dokumen yang ada dilokasi desa Studi Kasus Tebing Lestari, Kecamatan 

Tapung Hilir, Kabupaten Kampar 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan serangkaian langkah yang digunakan untuk 

mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, 

teknik analisis data sangat berkaitan dengan metode pengumpulan data seperti 

observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Bahkan, 

pemilihan teori dalam suatu penelitian sering kali memiliki keterkaitan teknis 

dengan metode pengumpulan dan analisis data, karena teori tersebut umumnya 

menyertakan langkah-langkah metodologis dan prosedur analisis tertentu. 

Oleh karena itu, proses pengumpulan data—melalui observasi maupun 

wawancara—biasanya mengikuti pendekatan analisis data yang digunakan. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan cara meninjau dan 

mengkaji seluruh data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, 

kemudian menyusun kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang 

dikaji. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap 

larangan pernikahan sepupu satu kali dalam adat Batak di desa tebing lestari, 

kecamatan Tapung Hilir, kabupaten Kampar dapat disimpulkan sebagai 

beriku: 

1. Adat Batak secara tegas melarang pernikahan sepupu satu kali, 

khususnya apabila kedua belah pihak berasal dari garis keturunan ayah 

dan memiliki marga yang sama. Larangan ini didasarkan pada prinsip 

eksogami dan nilai kehormatan keluarga dalam adat Batak. Meskipun 

secara agama diperbolehkan, masyarakat Batak lebih mengedepankan 

norma adat, dan hanya memperbolehkan pernikahan dengan Pariban 

(anak dari saudara perempuan ayah atau saudara laki-laki ibu), yang 

dianggap ideal dalam menjaga ikatan kekeluargaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat Batak Islam tetap menjaga harmoni 

antara nilai adat dan ajaran agama dalam kehidupan sosial mereka. 

2. Hukum Islam memperbolehkan pernikahan antar sepupu, karena 

sepupu tidak termasuk dalam golongan mahram yang diharamkan 

untuk dinikahi. Berdasarkan dalil dalam Al-Qur’an, seperti QS. An-

Nisa ayat 23 dan QS. Al-Ahzab ayat 50, pernikahan antara sepupu 

adalah sah dan tidak bertentangan dengan syariat. Namun demikian, 

pertimbangan dari sisi kesehatan genetik dan sosial juga penting untuk 
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diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan 

rumah tangga dan keturunan. 

B. Saran  

1. Bagi masyarakat Batak dan calon pasangan yang memiliki hubungan 

kekerabatan, disarankan untuk memahami bahwa meskipun pernikahan 

antar sepupu dibolehkan dalam Islam, adat Batak tetap melarang 

praktik tersebut bila berasal dari satu garis keturunan ayah atau 

memiliki marga yang sama. Oleh karena itu, penting untuk 

mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara bijaksana guna 

menghindari konflik sosial dan menjaga keharmonisan keluarga. 

2. Bagi tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda, disarankan untuk 

terus memperkuat pemahaman terhadap hukum perkawinan dari sisi 

agama dan adat secara seimbang, serta mempertimbangkan aspek 

kesehatan genetik sebelum melangsungkan pernikahan. Edukasi yang 

menyeluruh dan terbuka dapat membantu masyarakat dalam 

mengambil keputusan pernikahan yang tidak hanya sah, tetapi juga 

bermartabat dan bertanggung jawab. 
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